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Abstract
Background: The rapid growth of digital technology has reshaped communication patterns and media consumption globally. Specific Background: Social media platforms such as TikTok have become highly accessible to minors, often exposing them to inappropriate content due to the absence of effective filtering mechanisms. Knowledge Gap: Limited legal studies have examined the normative enforcement of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law concerning child protection in digital spaces. Aims: This study aims to analyze the implementation of the ITE Law in regulating TikTok content lacking special filters for minors and to provide recommendations for strengthening digital protection. Results: Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, findings show that TikTok’s system does not fully comply with Article 16A Paragraph (4) of Law No. 1 of 2024, which mandates electronic system reliability and safety. Novelty: This study emphasizes the urgency of embedding legal obligations for digital platforms to ensure child safety online. Implications: The research encourages stronger collaboration between regulators, platform providers, and parents to establish a safe digital environment for children.

Highlights:
· TikTok lacks specific filtering for minors as required by law.
· ITE Law mandates digital system accountability and safety.
· Strengthened legal cooperation ensures safer online environments for children.
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1. [bookmark: Article_content][bookmark: _bookmark5]I. Pendahuluan 
1. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini diakui sebagai sarana yang mempermudah kehidupan manusia. Perlu diakui bahwa kemajuan teknologi dapat mengarahkan manusia ke tingkat ketergantungan yang berlebihan dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri [1]. Teknologi diartikan sebagai penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dimanfaatkan oleh manusia guna mencapai tujuan tertentu. Kemajuan teknologi informasi, yang bermula dari komputerisasi, memperluas proses interaksi antar manusia hingga mencakup berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Penting untuk diakui bahwa dampak dari kemajuan teknologi informasi, seperti internet, dapat bersifat positif maupun negatif bagi suatu bangsa. Sebagai contoh, internet tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk memahami budaya masyarakat, tetapi juga memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap negara tersebut. Perlunya penetapan regulasi yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Regulasi tersebut harus mampu mengawasi dan mengendalikan penggunaan teknologi informasi agar tidak merugikan kepentingan nasional dan masyarakat. Dibutuhkan Aturan hukum yang  mengarahkan perkembangan teknologi informasi agar sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan kepentingan nasional suatu bangsa [2]. Perkembangan teknologi yang signifikan dan populer pada saat ini adalah aplikasi TikTok. Media sosial, termasuk TikTok, memiliki daya tarik yang besar di kalangan berbagai usia, dari anak-anak hingga orang tua. Media sosial memberikan fitur setiap individu untuk mengekspresikan dirinya, termasuk dalam hal menyalurkan isi hatinya atau terlibat dalam dunia baru yang dihadirkan oleh media sosial [3]. Dunia baru seperti itu yang membuat anak lebih mementingkan sosial media nya serta acuh terhadap kehidupan nyatanya.  Media  sosial  TikTok  juga  dapat merugikan  anak sebagai  pengguna.  Salah satunya dari segi kuota kemudian waktu mereka dan menciptakan generasi yang tidak memiliki identitas.
1. Fenomena berdasarkan Capaian Indonesia perihal masivitas penggunaan media sosial berada pada presentase 60,4% dari keseluruhan jumlah penduduk per 2023 [4]. Penggunaan media sosial TikTok tentunya memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif dalam berbagai aspek. Tak dapat dipungkiri anak-anak di era modern ini menggemari aplikasi TikTok karena aplikasi tersebut memiliki karakteristik yang aktif dan milenialnya juga memiliki karakteristik yang kreatif dan inovatif. Utamanya di kalangan anak usia sekolah dasar yang terlihat senang memakai aplikasi TikTok. Pengaruh buruk lainnya jika aplikasi TikTok digunakan secara berlebihan juga akan menghambat proses tumbuh kembang anak, kemampuan bersosialisasi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga anak-anak menjadi lupa akan senangnya bermain dengan teman-teman seusianya. Selain itu, aplikasi TikTok juga terdapat konten-konten dewasa yang seharusnya belum mereka lihat sehingga ini menjadi masalah paling beresiko bagi perkembangan perilaku anak usia sekolah dasar [5].  Pada masa pandemi Covid-19, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan aplikasi yang menyajikan video-video pendek, terutama di kalangan anak-anak , yang didorong oleh keinginan untuk mengikuti tren.  Aplikasi TikTok telah menyebabkan banyak anak-anak usia dini menjadi kecanduan, yang berdampak negatif pada kesehatan mental mereka. Anak usia dini adalah masa dimana tumbuh dan berkembang menjadi penentu masa depan yang biasa disebut dengan golden age atau masa keemasan. Masa keemasan anak mengalami perkembangan yang pesat dan tidak dapat digantikan pada masa mendatang, pada masa ini anak bisa lebih muda menirukan, mengingat dan melakukan apa saja yang mereka lihat di lingkungan rumah dan sekolah [6].
1. Menurut penelitian dari Gustafian Jayanata (2021) Penelitian ini mengamati dampak negatif dari penggunaan handphone yang berlebihan, seperti kurangnya fokus belajar, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan anak. Analisis berfokus pada perspektif hukum, menekankan perlunya pengawasan ketat dari orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial. Tanggung jawab orang tua dianggap krusial dalam melindungi anak dari dampak negatif penggunaan media sosial, serta memastikan karakter dan masa depan anak tetap terjaga. Dengan kemajuan teknologi seperti smartphone dan tablet, kekhawatiran meningkat, terutama terkait penggunaan media sosial TikTok oleh siswa, yang dapat merusak moral dan perilaku mereka [7]. Selanjutnya penelitian dari Andi Widya Nigrum, Andi Nurhayati dan Marhani (2023) menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok memiliki dampak yang bervariasi pada karakter tindak tutur siswa. Dampak positif termasuk peningkatan kreativitas, kemampuan mengedit video, rasa percaya diri, dan pengetahuan. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti potensi kecanduan aplikasi. Oleh karena itu, perlu pertimbangan cermat terhadap dampak positif dan negatif ini. Pendekatan bijaksana dalam mengatur dan mengawasi penggunaan TikTok di lingkungan pendidikan diperlukan untuk mencegah dampak negatif [8]. Dan yang terakhir ada penelitian dari Maria Tamonob, Monika Wutun, Maria V.D Pabha Swan (2023) menyimpulkan adanya tiga perilaku kecanduan: Medium Users (penggunaan 3-6 jam per hari) dan Heavy Users (lebih dari 8 jam per hari). Kedua, fenomena FOMO (kecemasan sosial) menunjukkan kecanduan dalam mengakses media sosial. Ada dua dampak yang perlu dipertimbangkan: dampak negatif berupa hilangnya kontrol atas penggunaan dan akses ke konten tidak pantas, serta dampak positif seperti pencarian informasi, hiburan, dan perluasan jejaring pertemanan melalui TikTok [9].
1. Ditinjau dari permasalahan di atas, TikTok di wilayah Asia Pasifik telah memiliki TAG Brand Safety Certified Seal oleh Trustworthy Accountability Group (TAG), bersama dengan TikTok di Amerika Latin, Asia Pasifik, Rusia, Timur Tengah, dan Afrika. Sebagai hasilnya, TikTok kini telah memperoleh sertifikasi TAG Brand Safety Certified di tingkat global [10]. Artinya TikTok berkomitmen untuk selalu menciptakan sebuah lingkungan yang positif dan aman, dimana pengguna dan para brand dapat mengekspresikan diri mereka secara otentik. TikTok menyediakan fitur privasi default bagi pengguna berusia 13-15 tahun, yang berarti hanya orang yang telah disetujui yang dapat mengakses konten TikTok tersebut [11]. Faktanya, masih banyak anak di bawah umur yang dapat mengakses akun-akun yang seharusnya tidak mereka lihat. Meskipun telah diterapkan pengaturan privasi default untuk nama pengguna dan foto profil, keduanya akan tetap terlihat oleh siapa pun yang berada di dalam atau di luar TikTok. Pelanggaran privasi tersebut sangat banyak ditemukan saat ini dan sangat penting untuk menghormati dan memahami privasi orang lain [12].
1. TikTok menyediakan mekanisme permohonan banding jika sebuah akun diblokir karena pengguna berusia di bawah batas yang ditentukan. Pengguna memiliki waktu 113 hari (atau 180 hari jika berada di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA), atau 23 hari jika berada di AS) sejak tanggal pemblokiran akun untuk mengajukan banding dan mengunduh data TikTok terkait. Apabila permohonan banding disetujui, TikTok akan membatalkan pemblokiran akun dan data tidak akan dihapus. Namun, jika permohonan banding tidak disetujui, TikTok akan menghapus akun pengguna TikTok pada hari ke-120 [13]. Apabila dikaji pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik  Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya” maka setiap penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kerja sama yang baik, keamanan, dan kinerja sistem elektronik yang dioperasikan dan Pasal 14 ayat (1) Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi  dalam melakukan pemerosesan data pribadi yang artinya bahwa penyelenggara sistem elektronik harus melindungi data pribadi yang diolah, disimpan, dan diterbitkan melalui sistem elektroniknya. Huruf (b) Pasal 14 ayat (1) pemerosesan data dilakukan sesuai dengan tujuannya.
1. Maka Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang adalah mengkaji payung hukum yang tepat untuk pengguna TikTok usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peraturan hukum yang dapat mengatur penggunaan aplikasi TikTok oleh anak-anak, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan perkembangan karakter mereka. Serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat diterapkan apabila ditemukan pengguna aplikasi TikTok yang masih di bawah umur. Penelitian ini akan menelaah kebijakan yang sudah ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan baru yang efektif dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan usia mereka.
1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan hukum terhadap platform media social tidak memiliki filter khusus untuk anak-anak serta tidak memperdulikan dampak bagi anak di bawah umur. Dengan tidak adanya filter khusus pada platform media sosial, hal ini menjadikan anak-anak rentan terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, dan informasi yang menyesatkan. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana undang-undang yang ada dapat menanggulangi masalah ini dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di dunia digital.  
1. Rumusan masalah: TikTok melanggar Ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak memiliki filter khusus anak untuk tayangannya?
1. Pertanyaan penelitian: Apakah TikTok melanggar ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tidak memiliki filter khusus untuk anak pada tayangannya??
1. Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 https://sdgs.un.org/goals/goal
1. Metode
1. 
1. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), Bahan hukum yang digunakan yakni hukum primer dan hukum sekunder:
1. [bookmark: _3znysh7]Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
1. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sebelumnya, seperti jurnal-jurnal resmi, buku-buku, dan hasil penelitian berupa laporan.
1. 
1.  Hasil Dan Pembahasan
1. 
1. TikTok Melanggar Ketentuan Undang-Undang ITE Tidak Memiliki Filter khusus anak Untuk Tayangannya 
1. 
1. Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan remaja saat ini, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Generasi muda semakin terhubung dengan beberapa platform media sosial seperti TikTok. Filter khusus anak adalah sebuah fitur yang dapat digunakan oleh orang tua untuk membatasi konten yang dapat diakses oleh anak-anak. Filter khusus anak dapat mengizinkan atau memblokir situs web tertentu, mengizinkan atau memblokir permintaan anak untuk mengunjungi situs yang diblokir, mengizinkan atau memblokir akses lokasi, kamera, atau mikrofon anak, serta mengizinkan atau memblokir penginstalan ekstensi dari Chrome Web Store oleh anak. Filter khusus anak juga dapat membantu memblokir konten vulgar yang terdeteksi dan memburamkan gambar vulgar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak-anak. Konten yang mendapat rating tinggi cenderung diminati oleh masyarakat, sehingga produsen konten cenderung memproduksi konten yang mendapat respons positif meskipun konten tersebut tidak sesuai untuk ditonton oleh anak-anak atau mengandung unsur yang tidak mendidik. Persaingan di industri ini menyebabkan kurangnya filter terhadap tontonan yang sehat untuk anak-anak. Berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk memfilter konten yang mereka tonton, anak-anak usia dini belum memiliki kemampuan ini dan oleh karena itu memerlukan pendampingan dari orang tua atau wali dalam memilih dan mengawasi tontonan mereka [14].
1. Filter khusus untuk melindungi anak-anak seharusnya menjadi perhatian utama bagi pihak Platform TikTok, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik  Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.” Dengan demikian Penyelenggara Sistem Elektronik harus memastikan bahwa Sistem Elektronik yang dipimpinnya dapat beroperasi dengan tanpa keandalan dan keamanan yang memadai, serta mempertanggungjawabkan segala konsekuensi yang timbul dari operasional Sistem Elektronik tersebut. Perkembangan media sosial yang sangat pesat memberikan dampak signifikan terhadap karakter anak. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah potensi kerusakan moral anak. Anak-anak cenderung menghabiskan waktu bermain dengan smartphone dan membuat video di platform seperti TikTok, ketimbang mencari informasi yang bermanfaat. Hal ini dapat mempengaruhi emosi anak, seperti kecemasan terkait interaksi sosial, yang tidak sesuai dengan usia mereka. Contohnya, banyak anak yang terlibat dalam pembuatan video TikTok dengan gerakan yang tidak pantas dan tidak layak ditiru. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat seringkali dimanfaatkan oleh anak-anak untuk berbagai aktivitas, yang dapat memberikan pengaruh baik maupun buruk [15].
1. Pasal 16A ayat (1) dan ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak-anak yang menggunakan atau mengakses layanan mereka. Ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berinteraksi dengan sistem elektronik tersebut, mengingat kerentanan dan kebutuhan khusus mereka. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yakni penggunaan produk, layanan dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh penyelenggara elektronik. Dan pada ayat (4) menyatakan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh penyelenggara sistem elektronik dalam rangka memberikan perlindungan yang disebutkan pada ayat (1). Mereka diwajibkan untuk menyediakan informasi yang mencakup batasan usia minimum anak yang dapat menggunakan produk atau layanan mereka, mekanisme untuk memverifikasi usia pengguna anak, serta prosedur pelaporan untuk mengatasi penyalahgunaan produk, layanan, atau fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Langkah-langkah ini dirancang untuk Kominfo bersama dengan BRTI  (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ) segera melakukan investigasi terhadap pengaduan tersebut. Hasil investigasi menunjukkan bahwa TikTok tidak memiliki filter khusus yang efektif untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai usia. Meskipun TikTok memiliki beberapa fitur keamanan dan privasi, namun fitur-fitur tersebut dianggap tidak cukup memadai untuk menyaring konten yang berbahaya bagi anak-anak. Intinya, anak-anak bermain TikTok karena aplikasi tersebut memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri, berkreasi, dan berinteraksi dengan anak-anak lain yang serupa dengan mereka. Faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, informasi ya dan pengetahuan sekitar dapat serta faktor internal seperti perasaan, minat, dan motivasi.
1. Dengan meningkatnya kasus penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur tanpa filter dan tanpa pengawasan orang tua merupakan permasalahan yang serius. Permasalahan ini akan semakin berkembang apabila tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Di sisi lain, media sosial ini memberikan dampak negatif yang dapat merusak peradaban manusia dengan hadirnya berbagai konten yang tidak sepatutnya. Permasalahan yang harus diantisipasi adalah bagaimana dengan anak usia dini yang sudah diajarkan menggunakan gadget yang di dalam nya terdapat fitur-fitur yang merangsang stimulasi perkembangan anak. Seperti yang di atur dalam pasal 16a ayat (4) UU ITE. Penting untuk diingat pendampingan anak di bawah umur saat menggunakan media sosial terutama platform tiktok harus lebih di awasi.   
1. Penegakan Hukum terhadap Tiktok tanpa filter 
1. 
1. Dengan berkembangnya teknologi media sosial yang semakin canggih dan akses yang semakin mudah bagi semua kalangan, terdapat kemungkinan bahwa anak-anak turut serta dalam dunia media sosial yang sebenarnya tidak sesuai dengan usia mereka. Karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana [16]. Penegakan hukum terhadap aplikasi TikTok yang tidak memiliki filter untuk anak-anak dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:
1. Pemerintah ikut berperan serta mengawasi Platform TikTok terhindar dari konten-konten yang tidak memungkinkan untuk anak-anak dan memastikan bahwa TikTok memiliki filter khusus yang efektif untuk memblokir konten yang tidak sesuai untuk anak-anak.
1.  Pengembang aplikasi TikTok diwajibkan untuk menerapkan teknologi yang mampu memfilter konten yang tidak sesuai bagi anak-anak. 
1. Perlu dilakukan pendidikan dan sosialisasi kepada anak-anak dan orang tua mengenai pentingnya filter dan perlindungan data pribadi untuk mencegah penggunaan aplikasi TikTok yang tidak sesuai bagi anak-anak.
1. Pengembang aplikasi TikTok diwajibkan untuk bekerja sama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan anak-anak guna memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak memuat konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
1. Pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi kepada pengembang aplikasi TikTok yang tidak memenuhi standar filter untuk anak-anak. Sanksi ini dapat berupa denda atau penutupan aplikasi.
1. Orang tua wajib memantau aktivitas anak-anak di TikTok dan memastikan bahwa mereka tidak mengakses konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
1. Penggunaan VPN diwajibkan untuk membantu memblokir konten yang tidak sesuai bagi anak-anak di TikTok. VPN harus digunakan untuk memblokir akses ke konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
1. Masyarakat diwajibkan untuk memantau dan melaporkan konten yang tidak sesuai bagi anak-anak di TikTok. Masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dan pengembang aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak memuat konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.
1. 
1. Selanjutnya apabila ditinjau pada Pasal 16B ayat (2) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa ada beberapa sanksi yang bisa diambil jika penyelenggara sistem elektronik ini melakukan pelanggaran. Dalam konteks pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 16A, terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan. Sanksi administratif ini mencakup beberapa jenis, yaitu teguran tertulis yang berfungsi sebagai peringatan resmi kepada pelanggar, denda administratif berupa penalti finansial yang harus dibayar oleh pelanggar, penghentian sementara di mana aktivitas atau operasional pelanggar dapat dihentikan untuk jangka waktu tertentu, serta pemutusan akses yang berarti akses pelanggar terhadap layanan atau platform tertentu dapat dihentikan sepenuhnya. Lebih lanjut, ketentuan mengenai bagaimana sanksi administratif ini diterapkan dan diatur akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini mencakup rincian tentang prosedur pengenaan sanksi, kriteria pelanggaran yang dikenai sanksi, serta mekanisme pelaksanaan dan penegakan sanksi administratif tersebut.
1. Menurut ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diatur oleh Undang-Undang Penyiaran, disebutkan bahwa dalam memberikan edukasi melalui siaran, harus diperhatikan agar kontennya mengandung nilai-nilai positif yang relevan. Konten tersebut harus secara implisit memberikan pengajaran yang baik, tidak menyimpang, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [17]. Saat ini, TikTok merupakan platform media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. TikTok menawarkan berbagai manfaat bagi anak-anak, seperti meningkatkan kreativitas melalui pembuatan dan berbagi video, memfasilitasi pembelajaran dengan konten edukatif yang menarik, serta memperluas interaksi sosial dengan teman sebaya melalui platform yang interaktif. Selain itu, TikTok juga dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan digital dan pemahaman teknologi, namun penggunaan TikTok tanpa pengawasan yang tepat dan tanpa pemfilteran video untuk anak-anak dapat menimbulkan berbagai isu terkait dampaknya. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak, turut merasakan dampaknya. Melalui aplikasi ini, konten video menjadi media utama, dan baru-baru ini, TikTok semakin populer di kalangan anak-anak dengan berbagai fitur yang menarik perhatian mereka [18].
1. Penanganan Masalah dalam Menerapkan Filter Konten di Platform Media Sosial
1. 
1. Dalam upaya menerapkan filter konten di platform media sosial, terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa konten yang tidak pantas tidak dapat diakses oleh anak-anak. Pertama, tantangan teknis menjadi salah satu kendala utama. Meskipun teknologi kecerdasan buatan dan algoritma pemfilteran telah mengalami perkembangan pesat, kemampuan untuk secara akurat mendeteksi dan memblokir konten yang tidak sesuai masih terbatas. Algoritma ini perlu terus disempurnakan untuk meningkatkan ketepatan dalam mengenali berbagai jenis konten yang berpotensi berbahaya, termasuk gambar, video, dan teks yang mungkin mengandung bahasa atau visual yang tidak pantas. Regulasi yang masih belum cukup spesifik terkait konten digital tentang kebebasan berekspresi dan perlindungan anak-anak, serta kurangnya konsistensi implementasi terkait konten digital yang membuat tidak adanya batas atau filter kepada penonton di bawah umur.
1. Sebenarnya tidak ada yang salah terkait konten-konten tersebut, hanya saja sudah disalahgunakan oleh beberapa pengguna. Mereka melakukan live streaming, video, serta foto  dengan tampilan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia seperti menggunakan pakaian dengan atasan yang terlalu minim sehingga menunjukkan sebagian payudara. Berpakaian minim adalah cara mereka agar disukai dan mendapatkan Follower atau Like dari orang yang menontonnya. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terkait dampak negatif terhadap penonton, terutama anak-anak yang mudah terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di media sosial. Selain itu, perilaku ini juga dapat memicu tindakan tidak pantas dan merendahkan nilai-nilai budaya serta moral masyarakat.
1. Salah satu upaya untuk mereduksi dampak negatif dari pergeseran media di era digitalisasi adalah menanamkan pemahaman tentang literasi media baik kepada anak maupun kepada orang tua sehingga dapat memilah konten media dan mampu menganalisis isi media secara lebih kritis. Jika dikaitkan dengan kehadiran konten negatif, maka literasi media bertujuan membantu anak berpikir kritis dan menjadi konsumen media yang bijaksana. Cara berpikir kritis yang menjadi core literasi media yang pada akhirnya sangat dibutuhkan dalam menghadapi era perkembangan media digital seperti saat ini. Adapun beberapa alasan mengapa literasi media menjadi penting bagi masyarakat [19];
1. a. Adanya pengaruh media dalam proses demokrasi sentral.
1. b. Tingginya tingkat konsumsi media dan kejenuhan masyarakat terhadap media.
1. c. Pengaruh media dalam membentuk persepsi, keyakinan, dan sikap.
1. d. Semakin pentingnya komunikasi visual dan informasi.
1. e. Pentingnya informasi dalam masyarakat dan kebutuhan untuk belajar sepanjang hayat.
1. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa upaya penanganan yang dapat diterapkan untuk menangani masalah ini. Pertama, platform media sosial harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan dan dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan pemutusan akses. Kedua, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap konten-konten yang beredar di media sosial serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Ketiga, edukasi dan literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat mengenali serta menghindari konten yang tidak pantas. Semua upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sesuai dengan norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia.
1. Simpulan
1. Penerapan Pasal 16A Ayat (4) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE terhadap tayangan TikTok yang tidak memiliki filter khusus untuk anak di bawah umur adalah langkah krusial untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas dan berbahaya. UU ITE menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk mengatur dan mengawasi konten digital, termasuk di platform media sosial seperti TikTok. Pengaturan yang ketat ini diharapkan mendorong penyedia platform untuk lebih proaktif dalam memblokir atau menandai konten yang tidak sesuai untuk anak-anak, memastikan mereka tidak terpapar pada konten yang dapat merusak perkembangan mental dan emosional mereka. Di sisi lain, penerapan pasal 16A ayat 4 UU ITE membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan komunitas. Selain upaya hukum.
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